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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

Mengfngat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b di alas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi; 

b. bahwa sebagai upaya melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 
Tahun 2017, maka perlu dilakukan percepatan implementasi 
transaksi non tunai sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867 /SJ tentang Implementasi 
Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, 
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat; 

Menimbang 

BUP A 11 MELA WI, 

TENTANG 

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNA1 ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA FSA 

PERA 1URAN BUPA TI MELA WJ 

NOMOR 4 T Al JUN 2018 

BUPATIMELAWJ 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



12 Peraruran ... 

8. 

6. 

5. 

4. 

3. 

Undang-Undang Nomor 17 _Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 omor 47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Prop· · 
Ka.lim inst 

antan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4.344); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung [awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.an Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor U Tahun 2011 tentang Pembentu.kan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
24-i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali te:rakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4516) sebagaimana telah ctiubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repnblik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola.an 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndonesiaTahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha.n 
Daerah (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 200.5 Nomor 
16.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

7. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Melawi ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Melawi 
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi yang 

selanjutnya di sebut APBD Kabupaten Melawi adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Melawi yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi {DPRD), 
yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 

6. Pembayaran Non tunai adalah pemindahan sejumlah ni1ai uang 
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument 
berupa alat pembayaran berupa Nota Pemindah Bukuan atau 
menggunakan Cash Management System (CMS) 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Melawi 

s. Kas Umum Daerah adaJah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati MeJawi selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar selu.ruh pengeluaran daerah. 

Rekening ... 

MEMU1USKAN : 

PERA TURAN BUP A 11 MELA WI TENT ANG MEKANISME 
PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI 

Menetapkan 

14. 

12. Pcraturan Daerah Kabupatcn Mela . N , w, omor 11 1 ahun 21)07 
tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (( . b 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 N ,A.:m aran 
L b D omor 11, lambahan 

em aran acrah Kabupaten Mclawi Nomor 38); 

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Melawi Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167); 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi 
P~mberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, rnaka perlu 
dilakukan perccpatan implementasi transaksi non tunai 
sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran Mentcri Dalarn 
Negeri Nomor 910/1.867 /SJ tentang Implementasi Transaksi Non 
Tunai Pada Pemcrintah Daerah Kabupaten/ Kota 



(2). &a, .. 

· dalam belania APBD .. (1) Sistem Pembayaran Non Tunai .u.tJJ1 --r- nu 
dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. efisiensi; 
b. keamanan; dan 
c. manfaat, 

Rekening ~- t;mum Deerah yang ~LmJutnva di • K~ 
adalah rekening temped J'E=T)yim ' · .. 
ditentuhn oleh Bupan ~ feli.s~; ~ p u.ang <Lierah YM~ 
Pengelolaan Keuangan Daerah o.ntuk ~~ :Kd:· ~ . menampung 
penernnaan daer ah dan digunahn ontnk mem~a, ~ ...._,i 
pengeJuaran daerah pada Bank yang dittmjuk. ,. ~ 

10. Bendaha.ra L'm~ Daerah yang selanjutnya d1C>rngbt BCD ad e W) 
PP1<D Yang bertindak dalam kapasuas sebez .?i 1..-..i_ .. 
d .L -~~ ffi aeran, 

11. Kuasa Benda.hara_ umum Daerah yang ~lallJUtn:va di.smgxa Y...oa~ 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa nnmk m.E:lalc.~.ahn 
sebagian tugas Bt;D. 

12 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemeg.ang ~-erlaJ'.~ 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tu~ poko clan ftrngsi 
perangkat daerah yang dipimpirrrrya, 

13. K uasa Pengguna Anggar an adalah pejabat yang dlberi kuasa nz ' 
melaksanakan sebagi.an kewenangan penggun.a anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah, 

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan 5KPD yang selanjutnva disingkat 
PPK-SKPD adalah penjabat yang melaksanakan fungsi tat.a nsaha 
keuangan pada perangkat daerah, 

15. Pejabat Pelaksana T eknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat WfK 
adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan saru atau beberapa kegiatan dari suatn program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fung.sionaJ yang ditunjuk 
untuk menerima, merryetorkan, menatausahakan, clan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada perangkat daerah, 

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunju1' 
untuk menerima, merryimpan, membayarkan, men.ata.mahak.an, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan beLmja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah. 

18. Aparatur Sipil . egara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
\Varga ~ egara Indonesia yang memenuhi persyaratan tert.entu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatu:r Sipil , ·egara secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian unruk memdudnki jabatan 
pemerintahan pada Pemerintah Daerah, 

19. Pe:nyedia barang dan/ atau jasa adaJah adalah setiap orang yang 
menyedi.akan barang, jasa konsultasi, atau jasa lai:nnya dan 
penyedia barang clan/ atan jasa lain yang ditetapkan berdasarkan 
perarur an perundang-unda.ngan. 

BAB II 
AZ.AS DAi"J TUJUA.""'1 

P~2 



Bagian Kedua ... 

BAB ill 
JENIS PEMBA Y ARAN DAN PENGECUAUAN 

Bagian Kesatu 
Jenis Pembayaran 

Pasal 4 

(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui system 
pembayaran non tunai. . . 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Belanja Tidak Langsung : 

1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Bunga; 
3. Belanja Subsidi; 
4. Belanja Hibah; 
5. Belanja Bantuan Sosial; 
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/I<abupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa; dan 
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 
Politik; 

8. Belanja Tidak Terduga. 
b. Belanja Langsung : 

1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Barang dan Jasa; dan 
3 Belanja Modal. 

(3) Pe~bayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk 
pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan 
penyelenggaraan urusan dibidang keuangan daerah yang cepat, tepat, 
aman, efisien, transparan dan akuntabel. 

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 
system Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus 
memberikan manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan daerah 
dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja 
APBD. 

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah system Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD 
memberik~ jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang 
berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD. 

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
system Pembayaran Non Tunai dalam belania APBD harus bi 
diialank iasa ~J an dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga d 
biaya. ' an 

t • 
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( J) Be:nJilhara Peoennu.an. BenJ.il'w'.t Pengcluaran atau Bendahara 
Peng luaran Pembanru png m :l.inggar lct nruan seba~.iun.uu 
dl.DlA}..!,---uJ dalam Pasal 4 aJ at (I) dilenilin sanksr admirustranf. 

(:!) Sanksl adrrurustratrvc ·bagamu_rw dimaksud pada ayat (1) berupa 
a. ~ur.in lisan; dan 
b. teguran tertulis 

.. 

BAB\ I 
Pl NG:\\\' ,\5~ xx 

ras.u a 
(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupan uu du.u.ul.ln ol..•h 

parat Pt>ngc1was Internal Pemeruuah, 
(2) Pcngawasan St·b.tgdUJldn.t dunaksud PJd..t ayJt ( t) dJ.l.J.lul.1.n -.c: Ma 

rerintegrasi dalam ll•gidl:Ml pt•ng.1"'·~ 
(3) Pt'rtMlgg-ung)Jwalldn at~ pendapatan dan ~·LlnJ.l b.:tili. runai 

maupun non runar mcngikuri persturan Jan lm~ntuan l ang 
berlaku. 

(1) Pembina n fl('Ot>r,,p.tn Peraturan Rup.it1 uu d u n ,, h Jam 
)'Jng J1k,•t.ihu1 oleh _. ·~r •wm l> er h d n ditt.'lar n J,·n1; n 
Keputusan Hupau 

(:!) Pembinaan scbegaimana dimaksud pada d~ at ( 1) melipun I t,i.....,. 
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan f\·r•tur.an 
Bu pati, perpnjian kerjasama dan/ atau n 1w ~utn Jt·n~ n 
Bank Persepsi serta pengarahan penerapan J'eraruran ftup.itt uu 

l'.1<..Jf 7 

FIAU v 
l'J \WI 1,\ \ 

f'.l"Jltt 

()) l' ·nd,,p.ll,tn A,li f ,ll'r,,h dctp.11 llilJ '->0,J~.;n ~ ,H.t fr bf m ·lJlut 
l'tll'.I'\ r~·n1• maan "'4"1 ,1r,1 non !Un.JI 

{~) I' I ""' ·'l'·Jt,,n y,ing dil,, .._,n.1li...1n W\ r.t non tut\Jt .WJWh f'(·nddp.tt.ln 
l,·h1h d.rn 1-:p 1 000 llOO,- ( itu Jut .. 1 n1ri..1h) 

\fl I\' 
,., fJ,\f't\f•\. 

l'\.lf;i..ln K -d ua 
1\•ngl'\.'Uju.an 
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BERIT A OAERAH 

L 
·sMl)LYOJ",;0 

UPA TEN MELA WIT AHUN 2018 NOMOR 4 
Ji,. IYO 

Diundangkan di ~anga Pinoh 
pad.a tangga1 ' ~1&11· 2018 

1( · SEKRETARI.5 DAER.AH KABlJP A TEN MELA \\TI,,A,£ 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 1 ~- 2018 

__ ,,,.a_7Q%MELA~ • 
~ ~-n \.°P~~ • 

BAB IX 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal 2 juli 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Melawi, 

BABVIIl 
KETENruAN PERALiliAN 

Pasal 10 
Sambil menunggn kes · fasili.tas· Japan Cash Management System (CMS) 
sem~ntara masing-masing Bendahara Pengeluaran menggunakan nota 
pem md ah bukuan kepada bank. 


